
MENTER!KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 197/PMK.07 /2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 48/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN 

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan 

Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (9) dan 

ayat (11) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021, telah ditetapkan alokasi Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik untuk Dana Pelayanan Perlindungan 

Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, 

dan Dana Kctahanan Pangan dan Pertanian, serta 

ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; 
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c. bahwa untuk mengatur lebih lanjut Dana Pelayanan 

Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi 

Penanaman Modal, dan Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan 

untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas 

pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu 

dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6570) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Rep1.;1.blik Indonesia Nomor 4575); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 
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Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2020 tentang Perubahaan Postur dan Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

155); 

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 641); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 9/PMK.07 /2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 101); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

48/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI 

KHUSUS NONFISIK. 
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PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07 /2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 101) diubah sebagai berikut: 

1. Di antara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 3 

(tiga) angka, yakni angka 22a, angka 22b, dan angka 22c, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya 

disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara 

yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam 

rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah 

diserahkan kepada Daerah dan Desa. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja 

Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan 

desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana 

Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta. 
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5. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang 

terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer 

Khusus. 

6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya 

disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan 

urusan daerah. 

7. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya 

disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan 

terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi 

satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai 

pelaksana program wajib belajar dan dapat 

dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

8. Dana BOS Reguler adalah dana BOS yang 

dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja 

operasional seluruh peserta didik pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah. 

9. Dana BOS Afirmasi adalah dana BOS Afirmasi yang 

dialokasikan untuk mendukung operasional rutin 

bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang 

berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. Dana BOS Kinerja adalah dana BOS Kinerja yang 

dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan 

menengah yang dinilai berkinerja baik dalam 

menyelenggarakan layanan pendidikan. 

11. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut 

Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk 

biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya 

personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak 

usia dini. 
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12. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah yang selanjutnya disebut Dana TPG PNSD 

adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru 

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki 

sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai N egeri 

Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana Tamsil 

Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang 

diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 

yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru 

Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

14. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah yang selanjutnya disebut Dana TKG PNSD 

adalah tunjangan yang diberikan kepada guru 

Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensansi 

atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di 

daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam 

kategori sangat tertinggal menurut indeks desa 

membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

15. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang 

selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana yang 

digunakan untuk meringankan beban masyarakat 

terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya 

pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, 

penurunan angka kematian ibu, angka kematian 

bayi, dan malnutrisi. 

16. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang 

selanjutnya disebut Dana BOKB adalah dana yang 

digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan KB 

dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

KB yang merata. 

17. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM 

adalah dana yang digunakan untuk membantu 

mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, 

dan usaha kecil dan menengah. 
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18. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang 

selanjutnya disebut Dana Pelayanan Adminduk 

adalah dana yang digunakan untuk menjamin 

keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi 

Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan 

data dan dokumen kependudukan yang akurat dan 

seragam di seluruh Indonesia. 

19. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut 

Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang 

dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya 

operasional non personalia dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan 

Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

20. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum 

dan Taman Budaya yang selanjutnya disebut Dana 

BOP Museum dan Taman Budaya adalah dana yang 

dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas 

pengelolaan museum dan taman budaya agar 

memenuhi standar pelayanan teknis museum dan 

taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

21. Dana Pelayanan Kepariwisataan adalah dana yang 

dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas 

destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata 

daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan 

produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan 

kesempatan kerja di bidang pariwisata. 

22. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah 

yang selanjutnya disebut Dana Bantuan BLPS adalah 

dana bantuan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah berupa pembiayaan layanan 

pengolahan sampah dalam pengoperasian 

pembangkit listrik tenaga sampah. 

22a. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 

atau yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA 

adalah bantuan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam penyediaan layanan 

kepada perempuan dan anak korban kekerasan 

termasuk tindak pidana perdagangan orang. 
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22b. Dana Fasilitasi Penanaman Modal adalah dana yang 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi 

penanaman modal di daerah sesuai dengan 

kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

22c. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana 

yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan 

masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil 

pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah 

daerah dalam menyukseskan program pekarangan 

pangan lestari. 

23. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan 

kementerian negara/lembaga. 

anggaran 

24. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum 

Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah 

unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan 

bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang 

berasal dari Bagian Anggaran Bendahara U mum 

Negara. 

25. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan 

kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor 

pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di 

kementerian negara/lembaga yang memperoleh 

penugasan dari Menteri Keuangan untuk 

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab 

pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 

26. Indikasi Kebutuhan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

yang selanjutnya disebut IKD DAK Nonfisik adalah 

indikasi kebutuhan dana DAK Nonfisik yang perlu 

dianggarkan dalam APBN. 

27. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran 
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yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran 

kementerian negara/lembaga. 

28. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum 

Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah 

dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 

PPA BUN. 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

31. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi 

atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi 

daerah kota. 

32. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya 

disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan 

uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh 

pengeluaran negara pada bank sentral. 

33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan 

uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, 

atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 

pada bank yang ditetapkan. 

34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku 

Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan 

pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat 

Perintah Membayar. 

35. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

yang selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah 
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p1mpman instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan 

selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD 

sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

36. Sekolah adalah satuan pendidikan dasar, satuan 

pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (negeri) 

dan yang diselenggarakan oleh masyarakat ( swasta). 

37. Rekening Sekolah adalah rekening atas nama sekolah 

yang menerima Dana BOS pada bank umum yang 

terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank 

Indonesia (SKNBI) dan/ a tau Bank Indonesia Real Time 

Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

( 1) DAK Nonfisik terdiri atas: 

a. Dana BOS; 

b. Dana TPG PNSD; 

C. Dana Tamsil Guru PNSD; 

d. Dana TKG PNSD; 

e. Dana BOP PAUD; 

f. Dana BOP Kesetaraan; 

g. Dana BOP Museum dan Taman Budaya; 

h. Dana BOK; 

1. Dana BOKB; 

J. Dana PK2UKM; 

k. Dana Pelayanan Adminduk; 

1. Dana Pelayanan Kepariwisataan; 

m. Dana Bantuan BLPS; 

n. Dana Pelayanan PPA; 

0. Dana Fasilitasi Penanaman Modal; dan 

p. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. 
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(2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas: 

a. BOS Reguler; 

b. BOS Afirmasi; dan/atau 

c. BOS Kinerja. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

Kementerian/lembaga menyampaikan perkiraan 

kebutuhan pendanaan masing-masing DAK Nonfisik 

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan paling lam bat bulan J anuari, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan 

menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana BOS, Dana 

BOP PAUD, Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, 

Dana TKG PNSD, Dana BOP Kesetaraan, dan Dana BOP 

Museum dan Taman Budaya; 

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan 

perkiraan kebutuhan Dana BOK; 

c. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang KB menyampaikan perkiraan kebutuhan 

DanaBOKB; 

d. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan 

menengah menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana 

PK2UKM; 

e. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri 

menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana Pelayanan 

Adminduk; 
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f. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata menyampaikan 

perkiraan kebutuhan Dana Pelayanan Kepariwisataan; 

g. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana 

Bantuan BLPS; 

h. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, 

menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana Pelayanan 

PPA; 

1. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang penanaman modal menyampaikan perkiraan 

kebutuhan Dana Fasilitasi Penanaman Modal; dan 

J. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanian menyampaikan 

perkiraan kebutuhan Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian. 

4. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 5 diubah dan 

di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 

ayat (la), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan 

melakukan penghitungan alokasi: 

a. Dana BOS untuk sekolah pada provinsi, 

kabupaten dan kota; 

b. Dana BOP PAUD untuk provinsi, kabupaten, dan 

kota; 

c. Dana TPG PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan 

kota; 

d. Dana Tamsil Guru PNSD untuk provms1, 

kabupaten, dan kota; 
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e. Dana TKG PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan 

kota; 

f. Dana BOP Kesetaraan untuk provinsi, kabupaten, 

dan kota; dan 

g. Dana BOP Museum dan Taman Budaya untuk 

provinsi, kabupaten, dan kota. 

(la) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dan huruf f merupakan Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

(2) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf a sampai dengan huruf f termasuk 

penghitungan alokasi dana cadangan. 

(3) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan jumlah 

peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per 

peserta didik; 

b. Dana BOS Afirmasi dilakukan berdasarkan jumlah 

satuan pendidikan pada daerah tertinggal 

dikalikan dengan biaya satuan perJenJang 

pendidikan; 

c. Dana BOS Kinerja dilakukan berdasarkan jumlah 

satuan pendidikan berkinerja terbaik dikalikan 

dengan indeks kinerja dan biaya satuan per 

jenjang pendidikan; 

d. Dana BOP PAUD dilakukan berdasarkan jumlah 

peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per 

peserta didik; 

e. Dana TPG PNSD dilakukan berdasarkan jumlah 

guru PNSD yang sudah bersertifikasi prof esi 

dikalikan dengan gaji pokok selama dua belas 

bulan; 

f. Dana Tamsil Guru PNSD dilakukan berdasarkan 

jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi 

profesi dikalikan dengan alokasi dana tambahan 

penghasilan per orang per bulan selama dua belas 
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bulan sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

g. Dana TKG PNSD dilakukan berdasarkan jumlah 

guru PNSD di daerah khusus dikalikan dengan gaji 

pokok selama dua belas bulan; 

h. Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan 

jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya 

satuan per peserta didik; dan 

1. Dana BOP Museum dan Taman Budaya dilakukan 

berdasarkan jumlah museum dan taman budaya 

dikalikan dengan biaya satuan per museum dan 

taman budaya. 

(4) Penghitungan alokasi Dana TPG PNSD, Dana Tamsil 

Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e 

dengan memperhitungkan perkiraan kurang salur dan 

perkiraan sisa dana di RKUD atas penyaluran dana 

tahun anggaran sebelumnya. 

(5) Penghitungan perkiraan kurang salur dan perkiraan 

sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilakukan oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan dan ke budayaan melalui rekonsiliasi 

dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah 

Daerah. 

(6) Dalam hal tidak terdapat data hasil rekonsiliasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penghitungan 

alokasi Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, 

dan Dana TKG PNSD, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tidak memperhitungkan perkiraan kurang 

salur dan perkiraan sisa dana di RKUD tahun 

anggaran sebelumnya. 

(7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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a. rekonsiliasi pertama 

perkiraan kebutuhan 

anggaran berjalan; dan 

untuk peny1apan data 

sampai akhir tahun 

b. rekonsiliasi kedua untuk penyiapan data 

perkiraan sisa dana sampai akhir tahun anggaran 

berjalan dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 

anggaran berikutnya. 

(8) Penghitungan alokasi dana cadangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. dana cadangan BOS Reguler, dana cadangan BOP 

PAUD, dan dana cadangan BOP Kesetaraan 

dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan 

jumlah peserta didik pada tahun anggaran 

bersangku tan; 

b. dana cadangan TPG PNSD dilakukan berdasarkan 

proyeksi perubahan jumlah guru PNSD yang 

sudah bersertifikasi profesi pada tahun anggaran 

bersangkutan; 

c. dana cadangan Dana Tamsil Guru PNSD 

dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan 

jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi 

profesi pada tahun anggaran bersangkutan; dan 

d. dana cadangan TKG PNSD dilakukan berdasarkan 

proyeksi perubahan jumlah guru PNSD di daerah 

khusus pada tahun anggaran bersangkutan. 

5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (la), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 7 

(1) Lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang KB melakukan penghitungan 

alokasi Dana BOKB untuk provinsi, kabupaten, dan 

kota. 
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(la) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. 

(2) Dana BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. bantuan operasional balai penyuluhan KB; 

b. biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi; 

c. biaya pergerakan Program KB di kampung KB; 

d. bantuan operasional pembinaan program KB bagi 

masyarakat oleh kader KB; dan 

e. bantuan operasional lainnya yang ditetapkan 

lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerin tahan di bi dang KB. 

(3) Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. bantuan operasional balai penyuluhan KB 

dilakukan berdasarkan biaya penyuluhan KB 

dikalikan dengan jumlah balai penyuluhan KB; 

b. biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi 

dilakukan berdasarkan biaya distribusi alat dan 

obat kontrasepsi dikalikan dengan jumlah fasilitas 

kesehatan; 

c. biaya pergerakan Program KB di kampung KB 

dilakukan berdasarkan biaya pergerakan program 

KB dikalikan dengan jumlah kampung KB; 

d. bantuan operasional pembinaan program KB bagi 

masyarakat oleh kader KB dilakukan berdasarkan 

biaya operasional pembinaan program KB 

dikalikan dengan jumlah kader KB; dan 

e. bantuan operasional lainnya dilakukan 

berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh 

lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang KB. 

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal 

yakni Pasal 1 lA, Pasal 1 lB, dan Pasal 1 lC sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 1 lA 

( 1) Kernen terian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan 

dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, 

melakukan perhitungan alokasi Dana Pelayanan PPA 

untuk provinsi, kabupaten dan kota. 

(2) Penghitungan alokasi Dana PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan: 

a. jumlah kegiatan operasional pelayanan bagi 

perempuan dan anak korban kekerasan 

termasuk tindak pidana perdagangan orang 

dengan biaya satuan per kegiatan; 

b. jumlah kegiatan operasional pencegahan 

kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan 

orang terhadap perempuan dan anak dengan 

biaya satuan per kegiatan; dan 

c. jumlah kegiatan operasional penguatan Unit 

Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan 

Perempuan dan Anak dengan biaya satuan per 

kegiatan. 

Pasal 1 lB 

(1) Lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal 

melakukan penghitungan alokasi Dana Fasilitasi 

Penanaman Modal untuk provinsi, kabupaten, dan 

kota. 

(2) Penghitungan alokasi Dana Fasilitasi Penanaman 

Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan: 

a. jumlah kegiatan pengawasan dan pemantauan 

proyek dengan biaya satuan per kegiatan; 

b. jumlah kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi 

dalam rangka pembinaan pelaku usaha dengan 

biaya satuan per kegiatan; dan 
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c. jumlah kegiatan operasional lainnya yang 

mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman 

modal dengan biaya satuan per kegiatan. 

Pasal l lC 

( 1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerin tahan di bi dang pertanian melakukan 

penghitungan alokasi Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian untuk kabupaten dan kota. 

(2) Penghitungan alokasi Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan berdasarkan: 

a. jumlah kelompok masyarakat peserta program 

pekarangan pangan lestari yang didanai Dana 

Ketahanan Pangan dan Pertanian; 

b. jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Tingkat 

Kecamatan yang melakukan pendataan pertanian 

dalam rangka mendukung ketahanan pangan 

dan pertanian dengan biaya satuan per balai; dan 

c. jumlah kegiatan operasional lainnya yang 

mendukung program ketahanan pangan dan 

pertanian di daerah dengan biaya satuan per 

kegiatan. 

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 12 

(1) Dalam melakukan penghitungan alokasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 1 lC, 

kementerian/lembaga berkoordinasi dengan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan 

N asional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 
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(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit 

memuat: 

a. kebijakan pengalokasian; 

b. jumlah sasaran; 

c. biaya satuan; 

d. besaran pagu per kegiatan/ruang lingkup; 

e. hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran 

se belumnya; 

f. formulasi pengalokasian; dan 

g. rencana alokasi per Daerah. 

(3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), kementerian/lembaga menyampaikan 

rincian alokasi per Daerah kepada Kementerian 

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan untuk dilakukan penghitungan paling 

lambat minggu keempat bulan September. 

(4) Hasil penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) digunakan sebagai bahan kebijakan 

alokasi DAK Nonfisik yang disampaikan oleh 

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 

saat Pembahasan Nata Keuangan dan Rancangan 

Undang-Undang mengenai APBN. 

(5) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-Undang 

mengenai APBN yang telah disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan hasil pembahasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan 

alokasi dana: 

a. BOS menurut provinsi, termasuk dana cadangan 

BOS; 

b. BOP PAUD menurut provinsi, kabupaten, dan 

kota, termasuk dana cadangan BOP PAUD; 

c. TPG PNSD menurut provinsi, kabupaten, dan 

kota, termasuk dana cadangan TPG PNSD; 

d. Dana Tamsil Guru PNSD menurut provinsi, 

kabupaten, dan kota, termasuk dana cadangan 

Dana Tamsil Guru PNSD; 
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e. TKG PNSD menurut provinsi, kabupaten, dan 

kota, termasuk dana cadangan TKG PNSD; 

f. BOP Kesetaraan menurut provinsi, kabupaten, 

dan kota, termasuk dana cadangan BOP 

Kesetaraan; 

g. BOP Museum dan Taman Budaya menurut 

provinsi, kabupaten, dan kota; 

h. BOK menurut provinsi, kabupaten, dan kota; 

1. BOKB menurut provinsi, kabupaten, dan kota; 

J. Dana PK2UKM menurut provinsi, kabupaten, dan 

kota; 

k. Dana Pelayanan Adminduk menurut provinsi, 

kabupaten, dan kota; 

1. Dana Pelayanan Kepariwisataan menurut 

provinsi, kabupaten, dan kota; 

m. Dana Bantuan BLPS menurut provinsi, 

kabupaten, dan kota. 

n. Dana Pelayanan PPA menurut provinsi, 

kabupaten, dan kota. 

o. Dana Fasilitasi Penanaman Modal menurut 

provinsi, kabupaten, dan kota; dan 

p. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian menurut 

kabupaten dan kota. 

(6) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

tercantum dalam Peraturan Presiden mengena1 

rincian APBN. 

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 19 

( 1) Penyaluran DAK N onfisik dilaksanakan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. 

(2) Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak termasuk penyaluran Dana BOS. 
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(3) Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan 

dari RKUN ke Rekening Sekolah; 

(4) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib 

menyampaikan permohonan perubahan RKUD 

kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri: 

a. asli rekening koran dari RKUD; dan 

b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai 

penunjukan bank tern pat menampung RKUD. 

(5) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Sekolah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan dan kebudayaan wajib 

menyampaikan pemberitahuan perubahan Rekening 

Sekolah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. 

(6) Berdasarkan pemberitahuan perubahan Rekening 

Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan 

penyesuaian data rekening sekolah pada Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). 

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 21 

( 1) Sekolah menyampaikan laporan realisasi Dana BOS 

Reguler kepada Kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan 

kebudayaan melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS; 

(2) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan 

kebudayaan menyampaikan rekomendasi Penyaluran 

r; 
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Dana BOS Reguler kepada Kementerian Keuangan c.q. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. paling lambat bulan Juli untuk penyaluran tahap I 

dan tahap II; dan 

b. paling lambat tanggal 30 November untuk penyaluran 

tahap III. 

(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan menyampaikan rekomendasi penyaluran 

Dana BOS Reguler kepada KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik 

(hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy). 

(4) Berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa melakukan penyaluran Dana BOS 

Reguler. 

(5) Dalam hal rekomendasi belum diterima sampai 

dengan batas waktu se bagaimana dimaksud pada ayat 

(2), penyaluran Dana BOS Reguler tidak dapat 

dilakukan. 

(6) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan 

kebudayaan menyampaikan laporan rekapitulasi 

penggunaan Dana BOS Reguler per tahapan per 

provinsi kepada Kementerian Keuangan c.q. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(7) Dalam hal tanggal 30 November bertepatan dengan 

hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja 

berikutnya. 

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 22 

Penyaluran Dana BOS Afirmasi dan/ atau Dana BOS 

Kinerja dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan 

April. 

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 23 

( 1) Sekolah menyampaikan laporan realisasi Dana BOS 

Afirmasi dan/ atau Dana BOS Kinerja kepada 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan 

melalui aplikasi pengelolaan Dana BOS. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan 

menyampaikan rekomendasi Penyaluran Dana BOS 

Afirmasi dan/ atau Dana BOS Kinerja kepada 

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 

Agustus tahun anggaran berjalan. 

(3) Berdasarkan rekomendasi 

dimaksud pada ayat (2), 

se bagaimana yang 

Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan menyampaikan rekomendasi 

penyaluran Dana BOS Afirmasi dan/ atau Dana BOS 

Kinerja kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik 

(hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy). 

(4) Berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa melakukan penyaluran Dana BOS 

Afirmasi dan/atau Dana BOS Kinerja. 

(5) Dalam hal rekomendasi belum diterima sampa1 

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2), penyaluran Dana BOS Afirmasi dan/ a tau Dana 

BOS Kinerja tidak dapat dilakukan. 

(6) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan 

kebudayaan menyampaikan laporan rekapitulasi 

penggunaan Dana BOS Afirmasi dan/ atau Dana BOS 

Kinerja per provinsi kepada Kementerian Keuangan 

c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(7) Dalam hal tanggal 31 Agustus bertepatan dengan hari 

libur atau hari yang diliburkan, batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja 

berikutnya. 

12. Setelah Paragraf 11 Bagian Keempat BAB IV ditambahkan 

3 (tiga) paragraf yakni Paragraf 12, Paragraf 13, dan 

Paragraf 14 serta di an tar a Pasal 41 dan Pasal 4 2, 

disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 4 lA, Pasal 4 lB, Pasal 

41 C, Pasal 41 D, Pasal 41 E dan Pas al 41 F sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Paragraf 12 

Dana Pelayanan PPA 

Pasal 41A 

Penyaluran Dana Pelayanan PPA dilakukan secara 

bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat 

bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu 

alokasi; dan 

b. tahap II paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan 

November sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu 

alokasi. 

Pasal 41B 

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi 

Dana Pelayanan PPA kepada Kementerian Keuangan 
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c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan 

dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, 

terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dana; dan 

b. laporan realisasi penggunaan dana. 

(2) Laporan realisasi Dana Pelayanan PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kementerian 

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. paling lambat tanggal 15 Juli untuk laporan 

realisasi Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 

sebelumnya; dan 

b. paling lambat tanggal 22 November untuk 

laporan realisasi Dana Pelayanan PPA tahap I. 

(3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai 

dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana Pelayanan 

PPA. 

(4) Laporan realisasi Dana Pelayanan PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk 

dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen 

elektronik (softcopy) melalui aplikasi. 

(5) Penyaluran Dana Pelayanan PPA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 lA dilaksanakan setelah 

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi 

Dana Pelayanan PPA, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. penyaluran tahap I berupa laporan realisasi Dana 

Pelayanan PPA tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. penyaluran tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan Dana 

Pelayanan PPA tahap I yang menunjukkan 

paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari 

dana yang diterima di RKUD; dan 
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2. la po ran realisasi penggunaan Dana 

Pelayanan PPA tahap I. 

(6) Dalam hal laporan realisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a belum diterima sampai dengan 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, · penyaluran Dana Pelayanan PPA dapat 

dilakukan setelah Kementerian Keuangan c.q. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima 

rekomendasi dari kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembetdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di 

bidang perlindungan anak paling lambat tanggal 21 · 

Agustus. 

(7) Dalam hal rekomendasi belum diterima sampai 

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6), penyaluran Dana Pelayanan PPA tidak dapat 

dilakukan. 

(8) Dalam hal tanggal 15 Juli, 21 Agustus dan 22 

November bertepatan dengan hari libur atau hari yang 

diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (6) pada hari ke1ja berikutnya. 

Paragraf 13 

Dana Fasilitasi Penanaman Modal 

Pasal 41C 

Penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal dilakukan 

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat 

bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu 

alokasi; dan 
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b. tahap II paling cepat bulan Juli dan paling lambat 

bulan November sebesar 50% (lima puluh persen) dari 

pagu alokasi. 

Pasal 41D 

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi 

Dana Fasilitasi Penanaman Modal kepada 

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan dan lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal, terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dana; dan 

b. laporan realisasi penggunaan dana. 

(2) Laporan realisasi Dana Fasilitasi Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh 

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. paling lambat tanggal 15 Juli untuk laporan 

realisasi Dana Fasilitasi Penanaman Modal tahun 

anggaran sebelumnya; dan 

b. paling lambat tanggal 22 November untuk 

laporan realisasi Dana Fasilitasi Penanaman 

Modal tahap I. 

(3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai 

dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana Fasilitasi 

Penanaman Modal. 

(4) Laporan realisasi Dana Fasilitasi Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau 

dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi. 

(5) Penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal 

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 41 C 

dilaksanakan setelah Kementerian Keuangan c.q. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima 
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laporan realisasi Dana Fasilitasi Penanaman Modal, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. penyaluran tahap I berupa laporan realisasi Dana 

Fasilitasi Penanaman Modal tahun anggaran 

sebelumnya; dan 

b. penyaluran tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan Dana Fasilitasi 

Penanaman Modal tahap I yang 

menunjukkan paling sedikit 50% (lima 

puluh persen) dari dana yang diterima di 

RKUD; dan 

2. laporan realisasi penggunaan Dana Fasilitasi 

Penanaman Modal tahap I. 

(6) Dalam hal laporan realisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat 5 huruf a belum diterima sampai dengan 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal 

dapat dilakukan setelah Kementerian Keuangan c.q. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima 

rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 

paling lambat tanggal 21 Agustus. 

(7) Dalam hal rekomendasi belum diterima sampai 

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6), penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal 

tidak dapat dilakukan. 

(8) Dalam hal tanggal 15 Juli, 21 Agustus dan 22 

November bertepatan dengan hari libur atau hari yang 

diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (6) pada hari kerja berikutnya. 
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Paragraf 14 

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Pasal 41E 

Penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 

dilakukan secara bertahap, dengan keten tuan se bagai 

berikut: 

a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat 

bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu 

alokasi; dan 

b. tahap II paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan 

November sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu 

alokasi. 

Pasal 41F 

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi 

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada 

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan dan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pertanian, terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dana; dan 

b. laporan realisasi penggunaan dana. 

(2) Laporan realisasi Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterima oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. paling lambat tanggal 15 Juli untuk laporan 

realisasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 

tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. paling lambat tanggal 22 November untuk 

laporan realisasi Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian tahap I. 

(3) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai 
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dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana 

Ketahanan Pangan dan Pertanian. 

( 4) Laporan realisasi Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) 

dan/ atau dokumen elektronik (softcopy) melalui 

aplikasi. 

(5) Penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 41E 

dilaksanakan setelah Kernen terian Keuangan c. q. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima 

laporan realisasi Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. penyaluran tahap I berupa laporan realisasi Dana 

b. 

Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 

anggaran sebelumnya; dan 

penyaluran tahap II berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan Dana 

Ketahanan Pangan dan Pertanian tahap I 

yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima 

puluh persen) dari dana yang diterima di 

RKUD; dan 

2. laporan realisasi penggunaan Dana 

Ketahanan Pangan dan Pertanian tahap I. 

(6) Dalam hal laporan realisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a belum diterima sampai dengan 

batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian dapat dilakukan setelah Kementerian 

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan menerima rekomendasi dari kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pertanian paling lambat tanggal 21 Agustus. 

(7) Dalam hal rekomendasi belum diterima sampai 

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6), penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian tidak dapat dilakukan. 
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(8) Dalam hal tanggal 15 Juli, 21 Agustus, dan 22 

November bertepatan dengan hari libur atau hari yang 

diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (6) pada hari kerja berikutnya. 

13. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 42 

(1) Dalam hal: 

a. Dana BOS Reguler yang telah disalurkan ke 

Rekening Sekolah; atau 

b. Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, Dana 

TKG PNSD, Dana BOP PAUD, dan/atau Dana BOP 

Kesetaraan yang telah disalurkan ke RKUD, 

tidak mencukupi untuk pembayaran tiap 

triwulan/ semester /tahap yang berkenaan, 

kekurangan dana dapat dipenuhi melalui dana 

cadangan masing-masing DAK Nonfisik. 

(2) Sekolah menyampaikan permohonan penyaluran 

dana cadangan BOS Reguler, atau Pemerintah Daerah 

menyampaikan permohonan penyaluran dana 

cadangan TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, TKG 

PNSD, BOP PAUD, dan/ atau BOP Kesetaraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan 

disertai dengan perhitungan kurang salur. 

(3) Berdasarkan permohonan penyaluran dana cadangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan dan kebudayaan melakukan 

perhitungan kebutuhan penyaluran dana cadangan 

BOS Reguler, TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, 

TKG PNSD, BOP PAUD, dan/ atau BOP Kesetaraan. 

(4) Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan dana 

cadangan BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (3) kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan 

menyampaikan rekomendasi penyaluran dana 

cadangan BOS Reguler kepada Kementerian Keuangan 

c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang 

diterima paling lambat minggu pertama bulan 

September. 

(5) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

menyampaikan rekomendasi penyaluran dana 

cadangan BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

sebagai dasar penyaluran dana cadangan BOS 

Reguler. 

(6) Dalam hal terdapat sisa dana cadangan BOS Reguler 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sekolah wajib 

melaporkan kepada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan dan kebudayaan. 

(7) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan 

menyampaikan rekapitulasi atas laporan sisa dana 

cadangan BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(8) Penyampaian rekomendasi penyaluran dana 

cadangan BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) hanya bisa dilakukan 1 kali selama 1 tahun 

anggaran. 

(9) Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan dana 

cadangan TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, TKG 

PNSD, BOP PAUD, dan/atau BOP Kesetaraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan dan kebudayaan menyampaikan 

rekomendasi penyaluran dana cadangan TPG PNSD, 

Dana Tamsil Guru PNSD, TKG PNSD, BOP PAUD, 

dan/ atau BOP Kesetaraan kepada Kementerian 
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Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan yang diterima paling lambat tanggal 30 

November. 

(10) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan menyalurkan dana cadangan 

TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, TKG PNSD, BOP 

PAUD, atau BOP Kesetaraan berdasarkan 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9). 

(11) Dalam hal terdapat sisa dana cadangan TPG PNSD, 

Dana Tamsil Guru PNSD, TKG PNSD, BOP PAUD, BOP 

Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10). 

Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada 

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 

(12) Dalam hal tanggal 30 November bertepatan dengan 

hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada hari kerja 

berikutnya. 

14. Pasal 43 dihapus; 

15. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 44 

(1) Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai 

dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh 

Pemerintah Daerah dalam APBD / perubahan APBD 

tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Sisa DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang meliputi Dana BOP PAUD, Dana BOP 

Kesetaraan, Dana BOP Museum dan Taman Budaya, 

Dana BOK, Dana BOKB, Dana Pelayanan Adminduk, 

Dana PK2UKM, Dana Pelayanan Kepariwisataan, 

Dana Bantuan BLPS, Dana Pelayanan PPA, Dana 
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Fasilitasi Penanaman Modal, dan Dana Ketahanan 

Pangan dan Pertanian diperhitungkan dengan 

penyaluran masing-masing dana pada tahun 

anggaran berikutnya. 

(3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan 

melakukan perhitungan sisa Dana BOS untuk 

diperhitungkan pada rekomendasi penyaluran Dana 

BOS tahun anggaran berikutnya dan melaporkan sisa 

dana BOS ke Kementerian Keuangan c.q Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(4) Sisa DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) yang meliputi Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru 

PNSD, TKG PNSD, Dana BOS Kinerja, dan Dana BOS 

Afirmasi tidak diperhitungkan dengan penyaluran 

masing-masing dana pada tahun anggaran 

berikutnya. 

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 45 

( 1) Berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan 

laporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik: 

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerin tahan di bidang pendidikan dan 

ke budayaan melakukan verifikasi atas 

kebutuhan riil Dana BOP PAUD, Dana TPG PNSD, 

Dana Tamsil Guru PNSD, TKG PNSD, Dana BOP 

Kesetaraan, dan Dana BOP Museum dan Taman 

Budaya; 

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan melakukan 

verifikasi atas kebutuhan riil Dana BOK; 
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c. lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerin tahan di bi dang KB melakukan verifikasi 

atas kebutuhan riil Dana BOKB; 

d. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil 

dan menengah melakukan verifikasi atas 

kebutuhan riil Dana P2UKM; 

e. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerin tahan di bidang pemerin tahan dalam 

negeri melakukan verifikasi atas kebutuhan riil 

Dana Pelayanan Adminduk; 

f. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pariwisata melakukan 

verifikasi atas kebutuhan riil Dana Pelayanan 

Kepariwisataan; 

g. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan melakukan verifikasi atas kebutuhan 

riil Dana Bantuan BLPS; 

h. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan tugas pemerintahan di bidang 

perlindungan anak melakukan verifikasi atas 

kebutuhan riil Dana PPA; 

i. lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal 

melakukan verifikasi atas kebutuhan riil Dana 

Fasilitasi Penaman Modal; dan 

J. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanian melakukan 

verifikasi atas kebutuhan riil Dana Ketahanan 

Pangan dan Pertanian. 

(2) Basil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada 

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 
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(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterima oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum 

triwulan berakhir untuk Dana TPG PNSD, Dana 

Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD; dan 

b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum 

tahun anggaran berakhir untuk Dana BOP PAUD, 

Dana BOP Kesetaraan, Dana BOP Museum dan 

Taman Budaya, Dana BOK, Dana BOKB, Dana 

PK2UKM, Dana Pelayanan Adminduk, Dana 

Pelayanan Kepariwisataan, Dana Bantuan BLPS, 

Dana Pelayanan PPA, Dana Fasilitasi Penaman 

Modal, dan Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian. 

(4) Dalam hal berdasarkan rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdapat perkiraan lebih salur 

DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

J enderal Perimbangan Keuangan melakukan 

penghentian penyaluran periode berikutnya dan/ atau 

penyesuaian jumlah penyaluran DAK Nonfisik periode 

berikutnya sesuai kebutuhan riil untuk memenuhi 

pembayaran DAK Nonfisik sampai dengan akhir tahun 

anggaran. 

17. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 46 

(1) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (6), Pasal 35 ayat (6), Pasal 37 ayat (6), 

Pasal 39 ayat (6), Pasal 41 ayat (7), Pasal 41B ayat (6), 

Pasal 41D ayat (6), dan Pasal 41F ayat (6) belum 

diterima atau tidak memenuhi persyaratan persentase 

penyerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (5) huruf b, Pasal 35 ayat (5) huruf b, Pasal 37 
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ayat (5) huruf b, Pasal 39 ayat (5) huruf b, Pasal 41 

ayat (5) huruf b, Pasal 41B ayat (5) huruf b, Pasal 41D 

ayat (5) huruf b, dan Pasal 4 lF ayat (5) huruf b, 

penyaluran Dana BOP Museum dan Taman Budaya, 

Dana PK2UKM, Dana Pelayanan Adminduk, Dana 

Pelayanan Kepariwisataan, Dana Bantuan BLPS, Dana 

Pelayanan PPA, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, 

dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 

dihentikan. 

(2) Dalam hal Dana BOP Museum dan Taman Budaya, 

Dana PK2UKM, Dana Pelayanan Adminduk, Dana 

Pelayanan Kepariwisataan, Dana Bantuan BLPS, Dana 

Pelayanan PPA, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, 

dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak 

disalurkan atau disalurkan sebagian, pendanaan 

untuk penyelesaian kegiatan dan/ atau kewajiban 

pada pihak ketiga menjadi tanggungjawab Pemerintah 

Daerah. 

18. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 51 

( 1) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan DAK Nonfisik, 

KPA Pengelolaan Penyaluran TKDD menyampaikan 

Laporan Keuangan Tingkat KPA kepada Pemimpin PPA 

BUN Pengelolaan TKDD. 

(2) Berdasarkan Laporan Keuangan Tingkat KPA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin PPA 

Pengelolaan BUN menyusun Laporan Keuangan BA 

BUN TKDD. 

(3) Laporan Keuangan Tingkat KPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dan La po ran Keuangan BA 

BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
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disusun oleh unit organisasi pada Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang memiliki tugas dan fungsi di 

bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN 

dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. 

(4) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem 

akuntansi dan pelaporan keuangan TKDD. 

19. Ketentuan pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 54 

Persyaratan penyaluran DAK Nonfisik berupa laporan 

realisasi DAK Nonfisik tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, 

Pasal 27 ayat (5) huruf a, Pasal 29 ayat (5) huruf a, Pasal 

31 ayat (5) huruf a, Pasal 33 ayat (5) huruf a, Pasal 35 ayat 

(5) huruf a, Pasal 37 ayat (5) huruf a, Pasal 39 Ayat (5) huruf 

a, Pasal 41 ayat (5) huruf a, Pasal 4 lB ayat (5) huruf a, 

Pasal 41D ayat (5) hurut a, dan Pasal 41F ayat (5) huruf a 

dikecualikan untuk Daerah yang pada tahun anggaran 

sebelumnya tidak menerima DAK Nonfisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

20. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 59 

Ketentuan mengenai: 

a. format laporan realisasi pembayaran Dana TPG PNSD, 

Dana Tamsil Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (l); 

b. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana BOP PAUD dan Dana BOP 
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Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

( 1); 

c. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana BOP Museum dan Taman 

Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); 

d. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); 

e. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana BOKB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); 

f. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana PK2UKM sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); 

g. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); 

h. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana Pelayanan Kepariwisataan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); 

1. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana Bantuan BLPS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) 

J. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana Pelayanan PPA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41B ayat (1); 

k. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana Fasilitasi Penanaman Modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (1); 

1. format laporan realisasi penyerapan dan laporan 

realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41F ayat 

(1); dan 
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m. format rekapitulasi SP2D DAK Nonfisik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), 

Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), 

Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), 

Pasal 41 ayat (3), Pasal 41B ayat (3), Pasal 41D ayat (3) 

dan Pasal 41F ayat (3), 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal II 

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan 

mengenai pengelolaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 

2020, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan 

Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

9 /PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus N onfisik. 

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri lnl dengan 

· penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Desember 2020 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Desember 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1473 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian m~ristrasi Kementerian 
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LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 197 /PMK. 07 /2020 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! 
KEUANGAN NOMOR 48/PMK.07 /2019 TENTANG 
PENGELOLAAN DANA ALO KASI KHUSUS NONFISIK 

L. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA 
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN 
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1lTAHUN ANGGARAN ... (2) 
SAMPAI DEN GAN TAHAP ... (3l 

Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 4l menyatakan bahwa saya bertanggung 
jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Pelayanan 
Perlindungan Perempuan dan Anak 

A. Sisa Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Rekening 
Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp (5) 

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara 

- Tahap I 

- Tahap II 

Total Penerimaan dari RKUN 

JumlahA+B 

: Rp (6l 

: Rp (7l 

: Rp (8l = (6l+(7l 

: Rp (9l (5J+(8l 

C. Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan dan Anak melalui SP2D Provinsi/Kabupaten/Kota 

- Tahap I 

- Tahap II 

- Kumulatif s.d. Tahap ini 

- Pengembalian ke RKUD 

- Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan dan Anak setelah dikurangi 
Pengembalian ke RKUD 

D. Persentase penyaluran 

E. Sisa Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan 
Anak di RKUD s.d. Tahap ini 

: Rp (10) 

: Rp (11) 

: Rp (12) = (10)+(11) 

: Rp (13) 

: Rp (14) = (12)-(13) 

: Rp (15l = (14l ; (9l 

: Rp (16l = (9l-(14l 

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam 
laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan 
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Tempat ... (17l, Tanggal (18) 
Kepala Biro /Badan / Dinas pengelola 
keuangan(19l 

(tanda tangan asli dan stempel basah) (20l 

Nama ........................... 121) 
NIP ......................... .. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



-43-

PETUNJUK PENGISIAN 

NO. URAIAN 

1. Diisi nama provinsi /kabupaten/kota. 

2. Diisi tahun anggaran. 

3. Diisi tahap berkenaan. 

4. Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan. 

5. Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak di RKUD yang belum digunakan pada tahun 
anggaran sebelumnya. 

6. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum 
Daerah pada tahap I. 

7. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum 
Daerah pada tahap II. 

8. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD 
sampai dengan tahap akhir laporan. 

9. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah. 

10. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan clan 
Anak tahap I. 
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D 
yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I. 

11. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan clan 
Anak tahap II. 
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D 
yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II. 

12. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir 
laporan. 

13. Diisi dengan jumlah dana Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan clan 
Anak yang tidak terpakai clan dikembalikan ke RKUD. 

14. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana 
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan clan Anak yang tidak terpakai 
clan yang dikembalikan ke RKUD. 

15. Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan clan Anak setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi 
dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah 
dengan Sisa Dana Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan clan Anak di 
RKUD Tahun sebelumnya. 

16. Diisi jumlah sisa Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan clan Anak 
tahap I clan/ atau tahap II. 

17. Diisi tempat dibuatnya laporan. 

18. Diisi tanggal dibuatnya laporan. 

19. Diisi namajabatan. 

20. Diisi tanda tangan asli clan stempel basah. 

21. Diisi nama lengkap clan NIP penandatangan laporan. 
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LAPORAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KAB./KOTA/PROV .......... (1l 

SAMPAI DENGANTAHAP ..... (2l TAHUN ANGGARAN ....... (3l 

Yang bertanda tangan dibawah ini ........................ (4) menyatakan bahwa saya yang bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan ini 
dengan rincian sebagai berikut: 

Pagu Sisa 
No Nama Kegiatan Kegiatan Realisasi Output Satuan Pagu Ket 

(lJ {21 {3) (41 {5) {6) {7)={3)-{4) {81 

I 
Bantuan Operasianal Pelayanan Karban Kekerasan 

Karban 
Terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO -

1 Biava Medika Legal -

2 .............. dst -

II 
Bantuan Operasianal Pencegahan Kekerasan 

Kegiatan/ Paket 
Terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO) -

Pertemuan kaardinasi dan kerja sama lintas 
1 sektar pencegahan kekerasan terhadap -

perempuan dan anak termasuk TPPO 

2 .............. dst -

Bantuan Operasianal Penguatan Unit Pelaksana 
III Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak Kegiatan 

-
(UPTD PPA) 

1 
Pelatihan manajemen kasus bagi SDM UPTD 
PPA -

2 .............. dst -

Total Pagu Kegiatan - - -

Total Pairu APBN 
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Berdasarkan rekapitulasi SP2D dan pengembalian ke RKUD yang diterbitkan, maka nilai SP2D 
netto adalah sebesar ..................... (51 

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya 

Total SP2D: 

Total Retur : 

SP2D Netto: 

Tempat (61, Tanggal (71 

Kepala OPD Teknis (SJ 

(tanda tangan asli clan 
stempel basah) (91 

Nama .................... (101 

NIP .......................... (111 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No Uraian 

1 Diisi sesuai dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan 

2 Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan 

3 Disi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan 

4 Diisi sesuai dengan Jabatan yang bertanggungjawab terhadap pelaporan 

5 Diisi sesuai dengan jumlah angka netto penyerapan dan terbilangnya 

6 Diisi sesuai dengan tempat membuat laporan 

7 Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan 

8 Diisi sesuai dengan nama jab a tan teknis 

9 Diisi tanda tangan dan stempel asli 

10 Diisi sesuai dengan nama lengkap 

11 Diisi sesuai dengan NIP 

Tabel 

{3} Diisi dengan jumlah pagu per kegiatan 

(4) Diisi dengan jumlah realisasi per kegiatan 

(5) Diisi dengan jumlah output per kegiatan 

(7) Diisi dengan jumlah sisa pagu per kegiatan 

(8) Diisi dengan keterangan bila perlu 
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M. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNMN DANA 
FASILITASI PENANAMAN MODAL (FPM) 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN 
DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL (FPM) 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... l1lTAHUN ANGGARAN ... r2i 
SAMPAI DEN GAN TAHAP ... (3l 

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 4l menyata.kan bahwa saya bertanggung 
jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Fasilitasi 
Penanaman Modal 
A. Sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal di Rekening 

Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp (5) 

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara 

- Tahap I 

- Tahap II 

Total Penerimaan dari RKUN 

JumlahA+B 

C. Realisasi Penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal 
melalui SP2D Provinsi/Kabupaten/Kota 

Tahap I 

Tahap II 

Kumulatif s.d. Tahap ini 

Pengembalian ke RKUD 

- Realisasi Penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman 
Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD 

D. Persentase penyaluran 

E. Sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal di RKUD s.d. 
Tahap ini 

: Rp (6l 

: Rp (7l 

: Rp (8l = (6J+f7l 

: Rp (9l = (5J+(8l 

Rp (10) 

Rp (11) 

Rp (12) = (10)+(11) 

Rp (13) 

: Rp (14) (12)-(13) 

: Rp (15l = (14) / (9l 

: Rp (16l = (9l-(14l 

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada piha.k ketiga yang tercantum dalam 
laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berla.ku untuk kelengkapan 
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Tempat ... r11i, Tanggal (18) 
Kepala Biro/ Badan/ Dinas pengelola 
keuangan(l9) 

(tanda tangan asli dan stempel basah) r2oi 

Nama ........................... t21i 
NIP .......................... . 
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PETUN\JUK PENGISIAN 

NO. URAIAN 

1. Diisi nama provinsi/kabupaten/kota. 

2. Diisi tahun anggaran. 

3. Diisi tahap berkenaan. 

4. Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan. 

5. Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana Dana Fasilitasi Penanaman Modal di 
RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya. 

6. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Fasilitasi Penanaman Modal dari 
Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I. 

7. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Fasilitasi Penanaman Modal dari 
Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II. 

8. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Fasilitasi Penanaman 
Modal yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan 
tahap akhir laporan. 

9. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Fasilitasi Penanaman 
Modal yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah. 

10. Diisi jumlah penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal tahap I. 

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D 
yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal 
Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I. 

11. Diisi jumlah penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal tahap II. 

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D 
yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal 
Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II. 

12. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal 
melalui SP2D Provinsi/Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan. 

13. Diisi dengan jumlah dana Dana Fasilitasi Penanaman Modal yang tidak 
terpakai dan dikembalikan ke RKUD. 

14. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman Modal s.d. 
tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana Dana Fasilitasi 
Penanaman Modal yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD. 

15. Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Fasilitasi Penanaman 
Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah 
penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tam.bah dengan Sisa Dana 
Dana Fasilitasi Penanaman Modal di RKUD Tahun sebelumnya. 

16. Diisi jumlah sisa Dana Fasilitasi Penanaman Modal tahap I dan/ atau 
tahap II. 

17. Diisi tempat dibuatnya laporan. 

18. Diisi tanggal dibuatnya laporan. 

19. Diisi nama jabatan. 

20. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah. 

21. Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan. 
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J enis Kegiatan 

(2) 

Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 

1 Verifikasi dan evaluasi LKPM 
2 ....... dst 

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

1 
Evaluasi pelaksanaan Perizinan dan/ atau Perizinan 
Berusaha 

2 ....... dst 

Bimbingan Teknis/Sosilisasi Kemudahan Berusaha 

1 
Sosialisasi kebijakan penanman modal dan 
kemitraan usaha 

2 ....... dst 

Total 
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LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN 
DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL (FPM) 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..... <1l 

SAMPAI DENGAN TAHAP ..... <2aJ TAHUN ..... (2bJ 

Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Keciatan Permasalahan 

Jumlah Penerima Realisasi 
Persenta Kesesuaian 

Manfaat 
Pagu APBN Jumlah Penerima Manfaat se Antara DPA Kodefikasi penggunaan 

Outuut SKPD dengan Masalah 
Jumlah Satuan (Rp) Jumlah Satuan (Rp) % Ya Tidak 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

··········· Proyek ........... ........... Proyek ........... 
........... ........... 
........... ........... 

........... Proyek ··········· . .......... Proyek ........... 

........... ........... 

........... ........... 
Peserta / 

Peserta / 
........... 

Pelaku U saha ··········· ........... Pelaku ........... 
Usaha 

··········· ........... 
........... ........... 
··········· ··········· 

Tempat ... (3J, tanggal ...... !4) 
Mengetahui, 
Kepala OPD Teknis ... (5l 

(Tanda tangan dan stempel)!6l 

( ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• )(7) 

NIP. 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No. URAIAN 

1 Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota. 

2 a-b Diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang 
dilaporkan. 

Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Fasilitasi Penanaman Modal, 
yang terdiri dari: 
I. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 

Kolom 2 II. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 
III. Bimbingan Teknis/Sosilisasi Kemudahan Berusaha 
Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan 
jelas. 

Kolom 3 
Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-
masing jenis kegiatan FPM 

Kolom 4 
Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-
masing jenis kegiatan FPM 

Kolom 5 
Diisi jumlah total pagu permasimg-masimg Jenis kegiatan 
berdasarkan alokasi tahun berkenan 

Kolom 6 
Diisi jumlah target (yang tel ah dilaksanakan sampai dengan periode 
pelaporan) penerima manfaat pada masing-masingjenis kegiatan FPM. 

Diisi satuan target (yang tel ah dilaksanakan sampai dengan periode 
Kolom 7 pelaporan)' penerima manfaat pada masing-masingjenis kegiatan 

FPM. 

Kolom 8 
Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOKB permasing-masing jenis 
kegiatan sampai dengan periode pelaporan. 

Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi 
Kolom 9 penggunaan Dana FPM permasing-masing jenis kegiatan sampai 

dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5) 

Kolom 10-11 Diisi kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis 

Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait 
dengan menuliskan kode masalah yang tersedia. 
Kodefikasi Masalah: 

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

2 . Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis. 

3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 

4 . Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 
Kolom 12 

5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 

6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan 
Kontrak. 

7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola. 

8 . Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D. 

9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 

10.Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola. 

3. Diisi tempat dibuatnya laporan. 

4. Diisi tanggal dibuatnya laporan. 

5. Diisi nama jabatan. 

6. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah. 

7. Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan. 
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N. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA 
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN 
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

KABUPATEN/KOTA ... (1lTAHUN ANGGARAN ... (21 
SAMPAI DEN GAN TAHAP ... (3l 

Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 4l menyatakan bahwa saya bertanggung 
jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Ketahanan 
Pangan dan Pertanian 
A. Sisa Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di Rekening 

Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp (5l 

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara 

- Tahap I 

- Tahap II 

Total Penerimaan dari RKUN 

JumlahA+B 

C. Realisasi Penyaluran Dana Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian melalui SP2D Kabupaten/Kota 

- Tahap I 

- Tahap II 

- Kumulatif s.d. Tahap ini 

- Pengembalian ke RKUD 

- Realisasi Penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD 

D. Persentase penyaluran 

E. Sisa Dana Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian di 
RKUD s.d. Tahap ini 

: Rp (6) 

: Rp (7) 

: Rp (8) = (6)+(7) 

: Rp (9) = (5)+(8) 

: Rp (10) 

: Rp (11) 

: Rp (12) = (10)+(11) 

: Rp (13) 

: Rp (14) = (12)-(13) 

: Rp (15J = (14l / (9l 

: Rp (16l = (9l-(14l 

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam 
laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan 
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Tempat ... (17), Tanggal (18) 
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola 
keuangan(19l 

(tanda tangan asli dan stempel basah) (201 

Nama ........................... 1211 
NIP .......................... . 
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PETUNJUK PENGISIAN 

NO. URAIAN 

1. Diisi nama kabupaten/kota. 

2. Diisi tahun anggaran. 

3. Diisi tahap berkenaan. 

4. Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan. 

5. Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran 
sebelumnya. 

6. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada 
tahap I. 

7. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada 
tahap II. 

8. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Dana Ketahanan Pangan 
dan Pertanian yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai 
dengan tahap akhir laporan. 

9. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Dana Ketahanan Pangan 
dan Pertanian yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah. 

10. Diisi jumlah penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahap I. 

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D 
yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I. 

11. Diisi jumlah penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahap II. 

Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D 
yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II .. 

12. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 
melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan. 

13. Diisi dengan jumlah dana Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang 
tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD. 

14. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 
s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana Dana Ketahanan 
Pangan dan Pertanian yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke 
RKUD. 

15. Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan 
Pertanian setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah 
penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tam.bah dengan Sisa Dana 
Ketahanan Pangan dan Pertanian di RKUD Tahun sebelumnya. 

16. Diisi jumlah sisa Dana Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahap I 
dan/ atau tahap II. 

17. Diisi tempat dibuatnya laporan. 

18. Diisi tanggal dibuatnya laporan. 

19. Diisi nama jabatan. 

20. Diisi tanda tangan asli clan stempel basah. 

21. Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan. r www.jdih.kemenkeu.go.id



Jenis Kegiatan 

(1) 
A. Bidang Ketahanan Pangan 

I. 
Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari 
(P2L) 

1 Pengadaan Sarana Pembibitan 
- Bangunan Fisik Ke bun Bibit 

... dst 
2 Pengembangan Demplot 

- Peralatan Pengolahan Demplot 
... dst 

3 Kegiatan Pertanaman 
- Pembelian Polibag 

... dst 
4 Penanganan Pasca Panen 

Fresh handling product (pengemasan) 
... dst 

II Operasional Kegiatan P2L 
1 Pendampingan 
2 ... dst 

Jumlah 

-53-

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN 
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

KABUPATEN/KOTA ..... (ll 

SAMPAI DENGAN TAHAP ..... (2al TAHUN ..... (2bl 

Perencanaan Kegiatan 
Jumlah Penerima 

PaguAPBN 
Jumlah Penerima 

Manfaat Manfaat 

Jumlah Satuan (Rp) Jumlah Satuan 

(2) (3) (4) (5) (6) 

Kelompok Kelompok 
. .. 

Pelaksanaan Kegiatan 

Realisasi penggunaan 
Persentase 

Output 

(Rp) % 

(7) (8) 

... 
Masyarakat Masyarakat 

... ... . .. 
... ... ... ... . .. . .. 
... ... ... ... ... . .. 

... ... . .. 
... ... ... ... ... . .. 
... ... ... ... ... . .. 

... ... ... 
... ... ... ... ... . .. 
... ... ... . .. ... . .. 

... ... ... 
... ... ... . .. ... . .. 
... ... ... ... ... . .. 

... ... . .. 
... ... ... . .. ... ... 
... ... . .. ... ... . .. 

... ... . .. 

Tern pat ... (3), tanggal ...... (4l 
Mengetahui, 
Kepala OPD Teknis ... (Sl 

(Tanda tangan dan stempel)(6l 

( •••••••••••••••••.••••••.•••••.••••••.••• )(7) 

NIP. 
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No 
1 

2a-b 

Kolom 2 

Kolom 3 

Kolom 4 

Kolom 5 

Kolom 6 

Kolom 7 

Kolom 8 

3 

4 

5 

6 

7 
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PETUNJUK PENGISIAN 

URAIAN 
Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota 

Diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang 
dilaporkan 

Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada kegiatan Dana 
Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) 

Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada kegiatan DKPP 

Diisi total pagu (perencanaan) pada masing masing kegiatan DKPP 

Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode 
pelaporan) penerima manfaat pada kegiatan DKPP 

Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode 
pelaporan) penerima manfaat pada kegiatan DKPP 

Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan 
pertanian permasing masing jenis kegiatan sampai dengan periode 
pelaporan 

Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi 
penggunaan DKPP permasing-masing jenis kegiatan sampai denga 
periode pelaporan (kolom 7) terhadap pagu alokasi (kolom 5) 

Diisi tempat dibuatnya laporan 

Diisi tanggal dibuatnya laporan 

Diisi nama jab a tan 

Diisi tanda tangan dan stemple basah 

Diisi nama lengkap dan NIP penendatanganan laporan 
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Jenis Kegiatan 

( 1) 
B. Bidang Pertanian 
I Pendataan Pertanian 

1 Biaya Operasional admin BPP 
Honor Petugas Admin BPP 

2 Paket Data di BPP 
Bantuan Paket Data (12 Bulan) 

3 Koordinasi ke Dinas 
Biaya Transport 

4 Bahan dan ATK Pelaporan 
ATK dan Komputer Suplies 

5 Penggandaan dan Dokumentasi 
Pencetakan dan Penggandaan 

Laporan 

Jumlah 
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LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN 
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

KABUPATEN/KOTA ..... lll 
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... [2al TAHUN ..... l2bl 

Perencanaan Ke giatan Pelaksanaan Kegiatan 
Jumlah Penerima 

Pagu APBN 
Jumlah 

Realisasi penggunaan 
Manfaat Penerima 

Jumlah Satuan (Rp) Jumlah Satuan (Rp) 

(2) 
., 

(3) II'" (4) II'" (5) II'" (6) (7) 

... BPP ... . .. BPP . .. 
... ... 

... . .. ... ... . .. . .. 
... ... 

... ... ... ... . .. . .. 
... . .. 

... . .. ... ... . .. . .. 
... . .. 

... ... ... ... . .. . .. 
... ... 

... . .. ... ... . .. . .. 

... . .. 

Tempat ... (3), tanggal ...... (4) 

Mengetahui, 
Kepala O PD Teknis ... (Sl 

(Tanda tangan dan stempel)(6l 

( •••.•.••••••••••••••••••••••••••••••.••.• )(7) 

NIP. 

Persentase 
Output 

% 
(8) 

. .. 

. .. 

. .. 

. .. 

. .. 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No URAIAN 
1 Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota 

2a-b Diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang 
dilaporkan 

Kolom 2 Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada kegiatan Dana 
Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) 

Kolom 3 Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada kegiatan DKPP 

Kolom 4 Diisi total pagu (perencanaan) pada masing masing kegiatan DKPP 

Kolom 5 Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode 
pelaporan) penerima manfaat pada kegiatan DKPP 

Kolom 6 Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode 
pelaporan) penerima manfaat pada kegiatan DKPP 

Kolom 7 Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan 
pertanian permasing masingjenis kegiatan sampai dengan periode 
pelaporan 

Kolom 8 Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi 
penggunaan DKPP permasing-masing jenis kegiatan sampai denga 
periode pelaporan (kolom 7) terhadap pagu alokasi (kolom 5) 

3 Diisi tempat dibuatnya laporan 

4 Diisi tanggal dibuatnya laporan 

5 Diisi nama jab a tan 

6 Diisi tanda tangan dan stemple basah 

7 Diisi nama lengkap dan NIP penendatanganan laporan 
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0 . FORMAT REKAPITULASI SP2D DAK NONFISIK 

p 

No . 

RE KAPITULA SI 
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN 

UNTUK PENYALURAN DANA .... 
SAMPAI DEN GAN SEMESTER .. . TAHUN ANGGARAN ... 

SP2D 
Nilai (Rp) Ket. 

Nomor Tanggal 

Jumlah 

engem b r a1an 1sa ana k RKUD e 

No. Pengembalian 
Nomor 

Jumlah 

Tanggal 
Nilai (Rp) 

Tempat .. . , tanggal ... 

Kepala Biro/Badan/Dinas 
pengelola keuangan .. _ 11 

Ket. 

(tanda tangan ash dan stempel basah) 

Nama ... 
NIP 

1) Diisi sesuai nomenkla tur instansi pen gelola keu a ngan 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u .b. ~ (, ;:;:- . 

a: erian 

of 

UMUM ► \ .. 
" 

IAT 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 

' 
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